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SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 1407/Pdt.G/2024/PA.Kjn

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di,

Kabupaten  Pekalongan,  Jawa  Tengah,  domisili

elektronik    XXXX  ., sebagai Penggugat;

Melawan

XXXX, umur 38 tahun,  agama Islam, Pekerjaan Buruh,  Pendidikan Sekolah

Dasar,  tempat  kediaman  Kabupaten  Ciamis,  Jawa

Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024

yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kajen  dengan

Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 22 Oktober 2024 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  13  April  2007  telah  dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan
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tersebut  telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat  dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor: 193/30/IV/2007 tertanggal 13 April 2007, dan Tergugat

telah  mengucapkan  Taklik  Talak  yang  lafalnya  sebagaimana  tercantum

dalam Akta Nikah;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Jejaka;

3. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  dan  hidup

bersama  di  rumah orang  tua  Tergugat  yang  beralamatkan  di  Kabupaten

Ciamis, Jawa Barat, selama 17 tahun sejak awal menikah 2007 hingga 2024;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang

baik, telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai dua

anak  yang  pertama bernama XXXX,  Perempuan,  lahir  di  Ciamis,  07-07-

2009, pendidikan SLTP kelas 3. Kedua, XXXX, laki-laki, lahir di Ciamis, 07-

07-2017, Pendidikan SD kelas 1. Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh

orang tua Tergugat;

6. Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

dalam keadaan rukun dan harmonis,  serta sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  terus  menerus  yang  disebabkan  karena  permasalahan

ekonomi  yaitu  Tergugat  memberikan  nafkah  yang tidak  mencukupi,  serta

Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

7. Bahwa puncaknya pada April 2024 karena sudah tidak tahan lagi dengan

sikap  Tergugat,  Penggugat  pergi  dari  tempat  tinggal  Bersama  yang

beralamatkan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan Penggugat pulang ke

rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan.

Sehingga sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar
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layaknya suami istri;

8. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal

selama 6 bulan, sejak April 2024 hingga saat gugatan ini diajukan;

9. Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  kurang  lebih  6  bulan  tersebut,

Tergugat  telah  membiarkan,  tidak  memperdulikan,  sudah  tidak  pernah

memberikan  uang  nafkah  wajib  terhadap  Penggugat,  serta  sudah  tidak

pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga

yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk mengajukan Gugatan ini  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon  kepada Bapak Ketua  Pengadilan  Agama Kajen  kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  menurut

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kajen c.q  Majelis  Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:;
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Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  menghadap  sendiri  di  persidangan  sedangkan  Tergugat  tidak

pernah  datang  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat

penggilan  (relaas)  Nomor  :  1407/Pdt.G/2024/PA.Kjn  yang  dibacakan

dipersidangan,  Tergugat  telah  dipanggil secara resmi dan patut sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak  datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Penggugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXXX  tanggal13  April  2007  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  KUA  Kedungwuni

Kabupaten  Pekalongan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi;
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1. XXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten

Pekalongan,  telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan  Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,

selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX

dan XXXX;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah  orang  tua  Tergugat  beralamatkan  di  Kabupaten  Ciamis,

Jawa  Barat,  selama  17  tahun  sejak  awal  menikah  2007  hingga

2024, di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak awal tidak rukun dan harmonis mulai sering

bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, saya mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena

masalah  ekonomi  yaitu  Tergugat  memberikan  nafkah  yang  tidak

mencukupi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal

selama  6  bulan  lebih, Tergugat  telah  menyerahkanPenggugat

kepada orangtua Penggugat;

- Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan

Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta

Tergugat  tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada

yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun
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tidak berhasil;

2. XXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  X  Kabupaten

Pekalongan,  telah  bersumpah secara  agama Islam lalu  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan  Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,

selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX

dan XXXX;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Tergugat beralamatkan di Kabupaten Ciamis, Jawa

Barat, selama 17 tahun sejak awal menikah 2007 hingga 2024;

Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak awal tidak rukun dan harmonis mulai sering

bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, saya mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena

masalah  ekonomi  yaitu  Tergugat  memberikan  nafkah  yang  tidak

mencukupi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal

selama  6  bulan  lebih,  Penggugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama,  Tergugat telah menyerahkanPenggugat kepada

orangtua Penggugat;

- Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan

Penggugat  dan  tidak  memberi  nafkah  lagi  untuk  Penggugat  serta
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Tergugat  tidak  pernah  menemui Penggugat dan sudah tidak ada

yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun

tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

sesuatu  apapun  dan  memberikan  kesimpulan  tetap  pada  gugatan  semula

tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan

dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan

agama  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  40  dan  Pasal  63  ayat  1  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf

a  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009,  maka

perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat

tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak

adanya  eksepsi  tentang  kewenangan  relatif,  maka  berdasarkan  ketentuan

Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti

surat berupa  Kutipan  Akta  Nikah yang  diajukan  oleh  Penggugat,  antara

Penggugat  dan  Tergugat  terdapat  hubungan  hukum,  yaitu  keduanya  terikat

dalam  perkawinan  yang  sah  secara  hukum,  oleh  karenanya  Penggugat

mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap

Tergugat;

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa  pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat

telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan

yang sah secara hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui

proses  mediasi  mengharuskan  kehadiran  kedua  belah  pihak  namun  oleh

karena  Tergugat  tidak  pernah  menghadap  di  persidangan  sehingga  proses

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009
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Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha memberikan nasehat

kepada  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. 

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kondisi

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  semula  rukun  dan  harmonis

namun  sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan

bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Tergugat memberikan nafkah yang

tidak  mencukupi  dan  Tergugat  memiliki  wanita  idaman  lain  dan  puncaknya

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan

lebih dan selama itu  pula Tergugat  sudah tidak memperdulikan,  sudah tidak

pernah  memberikan  nafkah  untuk  Penggugat,  serta  sudah  tidak  pernah

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang  sah, oleh

karena itu gugatan  Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus

secara verstek sebagaimana Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

maka hak jawab Tergugat  menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam

Kitab Ahkamul Qur’an Juz II hal 405;

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi

tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya

menjadi gugur;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  adalah  gugatan
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yang  berdasarkan  hukum dan  oleh  karena  Tergugat  ternyata  tidak  hadir  di

persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  maka  berdasarkan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR.,  seharusnya  gugatan

Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian

terlebih  dahulu  kepada  Penggugat,  namun  oleh  karena  perkara  ini  adalah

perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan

motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian

pula  untuk  menghindari  perceraian  dengan  alasan  sepakat  bercerai/

persepakatan  cerai  yang  tidak  dianut  dan  tidak  dibenarkan  oleh  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sesuai pula dengan maksud Pasal 76 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Dengan  demikian

Penggugat tetap dibebani pembuktian..

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta

Nikah/Duplikat Kutipan akta Nikah, alat bukti tersebut telah memenuhi maksud

Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,  dengan demikian bukti

surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut

merupakan akta otentik  yang memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna

dan  mengikat  sehingga  harus  dinyatakan  terbukti  Penggugat  dan  Tergugat

adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  sudah

dewasa,  berakal  sehat  dan bukan orang-orang yang dilarang untuk  menjadi

saksi  menurut undang-undang serta  telah memberikan keterangan di  bawah
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sumpahnya  menurut  tata  cara  agamanya  sehingga  saksi-saksi  tersebut

memenuhi syarat formil  sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912

KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah

sekitar bulan April  tahun 2007 dan sudah dikaruniai  2 anak yang pertama

bernama  Indira  XXXX,  Perempuan,  lahir  di  Ciamis,  07-07-2009,Kedua,

XXXX, laki-laki, lahir di Ciamis, 07-07-2017 yang sekarang tinggal dan diasuh

oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak awal tidak rukun

dan harmonis.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6

bulan  lebih,Tergugat  telah  menyerahkan  Penggugat  kepada  orangtua

Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk

Penggugat;

- Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak

berhasil

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  pokok  permasalahan  perkara  ini  adalah  keterangan  yang  dilihat

sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  yang  diajukan  Penggugat
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telah  bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  yang

dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 13

April  2007  dan  sudah  dikaruniai  2  anak  yang  pertama  bernama  XXXX,

Perempuan,  lahir  di  Ciamis,  07-07-2009,Kedua,  XXXX,  laki-laki,  lahir  di

Ciamis,  07-07-2017  yang  sekarang  tinggal  dan  diasuh  oleh  orang  tua

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak awal tidak

rukun dan harmonis karena.

- Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama  selama  6  bulan  lebih, Tergugat  telah  menyerahkan  Penggugat

kepada orangtua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun lagi, tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat sudah

tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai keluarga/orang-orang dekat Penggugat sudah tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
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cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

istri  dan pengadilan  telah  berusaha dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua

belah  pihak.  Selain  itu  juga  harus  memenuhi  alasan-alasan  perceraian

sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 Kompilasi Hukum lslam (KHl).

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  telah

terbukti  bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat telah  terjadi  perselisihan

dan pertengkaran dan sudah pisah rumah dari  selama 6 bulan  lebih,  pihak

keluarga  sudah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat,  namun

tidak berhasil.  Selain  itu  juga selama dalam persidangan Pengadilan  sudah

berusaha  maksimal  menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan

Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan

menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken

marriage) dan sudah tidak ada hubungan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan

yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah,  mawaddah wa

rahmah sudah  sulit  dapat  diwujudkan  lagi  dalam  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  sebagaimana  maksud  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1

Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al

Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi : 

إليَهْاَ           إ إتسَْكنُوُا ل أزَْواَجًا كمُْ أنَفُْسإ مإنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت ومَإنْ

ورََحْمَةً     مَودَةًّ بيَنْكَمُْ ذَ   ۚوجََعلََ فإي إنّ يتَفََكرُّونَ   ٰإ ٍ إقَومْ لَياَتٍل إكَ ل

Artinya  :  “Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya  kamu cenderung

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang,  bahwa  memaksakan  Penggugat  dengan  Tergugat  untuk

hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada
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hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang

lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat

dalam surat  gugatannya telah terbukti  dan beralasan hukum sesuai  dengan

maksud Pasal 39 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan

perceraian  yang  didalilkan  Penggugat  telah  memenuhi  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116  huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

antara suami  istri  dan tidak ada harapan lagi  untuk kembali  rukun.  Dengan

demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi

Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba’in

sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan

dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba'in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam

putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3.  Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat  terhadap Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Jumat  tanggal  22  November  2024  M.  bertepatan

dengan tanggal 20 Jumadil Ula  l446 Hijriyah, oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Khoerunnisa,  S.H.I.  dan  Agus Alamsyah,  S.H.,  M.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  dan  disampaikan  kepada  Penggugat  melalui

sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) pada hari itu  oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Afif Eko

Sulistiono,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis,

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd
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Khoerunnisa, S.H.I. Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Afif Eko Sulistiono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp75.000,00

Biaya

Pemanggilan

: Rp57.000,00

Biaya  PNBP

Pemanggilan 

: Rp20.000,00

Biaya Redaksi : Rp10.000,00
Biaya Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.
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